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. \bahl;va urusan pemermtahan b1dang adm1n1stra31
- kependudukan dan pencatatan 31p11 d1laksanakan oleh -

|

“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpll

. k"bahwa guna kelancaran dan ketertlban penyelenggaraanik ; |

|

~dan fungs1 serta tata kerja

.k'bahwa berdasarkan ' pertlmbangan sebagalmana e

' dlmaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan :

~Peraturan Bupat1 tentang Kedudukan Susunanfk, o |
: Orgamsaa Tugas dan F‘ungs1 serta Tata Kerja Dmas

-Kependudukan dan Pencatatan Slpll | e
.Undang-Undang Nomor 13 Tahun' : 19505 tentahg'] :

Pembentukan Daerah daerah Kétbujp'at.e'n"rj fdaléin i .
. Llngkungan Prov1ns1 Jawa: Tengah - S v’ o
:Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang' S

\

o Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Rép‘uvb'lik;‘ i
= Indonesm Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran ol

|

Negara Repubhk Indonesm Nomor 5587) sebaga1mana :

telah! diubah  beberapa kali. terakh1r dengan Undang—' S

Undang Nomor 11° Tahun 2020 tentang C1pta Kerja |

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020' 5

.,Nomor 245, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk '-
' "Indones1a Nomor 6573); ‘ ‘ ’

|
|
|

Pemermtahan Daerah maka perlu d1atur struktur tugas R



T

Ménetapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
grighat oA |
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Repiublik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

| f diupah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nofnor 18’ Tahun, 2016 tentang Perarigkat Daerah
(Lefnbaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indone31a Nomor 6402),

. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran

'Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16,

Tambahari Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Nclfnbr 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
D:;erah Kabupaten Karéngaﬁyar Nomor 22 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan .Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang

Pémbentukan dan Susunan Perangkat Daerah

'Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113); |
|
| ' :
| : MEMUTUSKAN'

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

'VVDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. -

'BABI
KETENTUAN UMUM

[ " - Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L

Paerah adalah Kabupaten Karanganyar

|

|



o«

10.

Pemerintah Daéré.h adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerin_tahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan _"A pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom. |

Bupati adalah Bupati Karanganyar.

Pejrangkat Daerah adalah ﬁnsur pembantu Bupati dan
chwan Perwakilan =~ Rakyat = Daerah  dalam
pényelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
keWenangan Daerah.

SLkretaris Daerah adalah' Pimpinan dari Perangkat _
D}aerah.unsur Pembantu Pimpinén Pemerintah Daerah
yang bertugas mengoofdinasikan Perangkat Daerah.
D§inask Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang
selanJutnya disebut , Disdukcapil adalah Perangkat
Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan
b1dang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. .

f(epala Dinas adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah

' D1sdukcap11

L‘Jmt Pelaksana Tekms Dinas yang selanjutnya dlsmgkat
IJPTD adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur
feknis penunjang tertentu Disdukcapil.

Jabatan Fungsmnal adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungs1 dan tugas berkaitan dengan pelayanan

|

f‘ungsmnal yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.

| , : :
§ubkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda

yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi sérta
pengelolaan_ kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam
suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan

perundang-undangan tentang organlsas1 dan tata kerja

1nstan81




 BABII
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

§ .
; B ' . Pasal2 ,
Disdukcapil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan

di ba\ivah dan bertanggung jawab kepada Bupat1 ‘melalui

Sekretans Daerah.
|

1 ' | Pasal 3
(1) Sdsunan organisasi D1sdukcap11 terd1r1 dar1
a. l Kepala Dinas;
b. | S_ekretariat 4memkbaw‘ahkan;
1. Subbagian'Umum; dan
2 Kelompok Jabatan Fungsional. B
c.| Bidang-' Pelayanan  Pendaftaran  Penduduk,
| ’membavs)ahkan Kelompok J abatan Fungsional;

|

|

l

\

|

|

| _

.| Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan

| _
|

|

\

|

\

\

d
| Kelompok Jabatan Fungsional; ‘

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
| Kependudukan dan Pemanfaatan Data,
membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; -

UPTD; dan \

f.
\ s
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Disdukcapil sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terplsahkan dari Peraturan Bupati ini.

\ .

| ~ BABIII

| TUGAS DAN FUNGSI

| - Bagian Kesatu

; ‘ Kepala Dinas

! .

: Pasal 4
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupat1 dalam
melaksanakan urusan pemenntahan bidang Kependudukan

dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan yang dltugaskan kepada Daerah.

l
|
l
|
|



, Pasal 5

| Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam
Pasal, 4 Kepala Dinas mempunyai fungsi:

‘a. penyusunan kebgakan teknis pada adm1nlstra31

kependudukan dan pencatatan sipil;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis administrasi ’

| kependuklukan dan pencatatan sipil;

c. pengawasan, pemantauan, evaluasi dan = pelaporan
pelaksanaan tugas dukungan teknis pada administrasi.

A kependudukan dan pencatatan sipil;

d. pembmaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi
penunjang urusan pemerintahan daerah pada
admm1stras1 kependudukan dan pencatatan sipil;

e. pelaksanaan fungsi-  kesekretariatan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

f. pelaksanaan tugas lam sesuai dengan tugas dan
fungsmya

B . Bagiah Kedua
Sekretariat

1 . Pasal 6
(1) Sekretanat sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf b mempakan ‘unsur pembantu Kepa]a_
Dmas

(2)’»Sekretar1at dipimpin oleh Sekretans berada di bawah
d}an bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

lj | Pasal 7
Sekrétaris mempunyai tugas melakukan perumusan

rencana dan pelaksanaan kebljakan, pengoordinasian,

' pemantauan, evaluas1, pelaporan meliputi pembinaan

ketatgusahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan,

kezja§ama, kearsipan, dokumen keorganisasian dan

| .
ke_tatalak_sanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan .
administrasi. |
_
\ Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaumana dimaksud dalam
Pasal 7 Sekretaris mempunya1 fungsi:



a. pengoordinasian keglatan,

b. pengoord1na31an dan penyusunan rencana dan program

kerJa

. -pembmaan dan pemberlan dukungan administrasi yang -

mehputl ketatausahaan, kepegawa_lan, hukum,
keuangan, kerumahtanggaan, Kerjasama, hubungan
masyarakat, arsip dan dokumentasi;
pe'rngdordinasian tatalaksana; K

|
pengoord1nas1an dan penyusunan peraturan perundang—

undangan serta pclaksanaan advoka31 hukum,;
’ ,

. pengoordmas1an pelaksanaan Sistem Pengendahan

Intern Pemerintah (SPIP) dan. pengelolaan informasi dan

dokumentas1,

penyelenggaraan pengelolaan barang mlhk/ kekayaan ‘

D?erah dan pelayanan pengadaan barang/ Jasa;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai

dengan lingkup tugasnya; dan

|

_ fungsmya. '

(1)

@

|
\ .
\\ Pasal 9 .

Subbaglan Umum sebagalmana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala-

Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung

~ jawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada

. ayat (1) mempunyai tugas mempunyai tugas penyiapan
bahan perumusan, pengoord1nas1an, pelaksanaan,
'pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi

pembmaan ‘perencanaan, keuangan, ketatausahaan,

hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorgamsasmn, ‘

kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawalan, dan

pelayanan administrasi D1sdukcap11

'5
|
B
|

pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan




Bagian Ketiga |
. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

; Pasal 10 |
(1) Képaia Bidang Pelayanan Pendaftar_aﬂ Penduduk
r'nérupakan unsur pelaksana pelayanan pendaiftaran
pe‘nduduk

(2) Bldang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oieh
chala Bldang, berada di bawah dan bertanggung jawab
ke‘pada Kepala Dinas.
O
1 +
. ; Pasal 11
Kepall Bidang PeIayanah- Pehdaftaran Penduduk
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mémpunyai
tugasf perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang
' pelayanan pendaftaran penduduk. ‘
o |
|
- , Pasal 12 |
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasa} 11, Bidang Pglayanan Pendaftaran Penduduk, |
mempunyai fungsi:
a. pienyus’unar_l perencanaan peiayanan - pendaftaran
penduduk; '
b. ,ﬂerumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
C. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan pendaftaran penduduk
d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
pelaksanaan penerbitan dokumcn pendaftaran
penduduk
f. éelaksanaan‘ pedokumentasian  hasil
pendaftaran penduduk; daﬁ

pelayanan

\ . o )
g. prengendahan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran
penduduk.




Bagian KeemPat
\ ~ Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

|

1 Pgsal 13

(1) B‘id'ang Pelayanan Pencatatan Sipil merupakan unsur

- pelaksana Pelayanan Pencatatan Sipil. -

(2) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala
Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab képada
Kﬁapala Dinas. | .

|
L Pasal 14
Kepala Bidang Pelayé.nan Pencatatan Sipil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas
" .

- perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

bidang pelayanan pencatatan sipil.
1
Pasal 15-

Dalam melaksanakan tugas Sebagaimana dimaksud dalam

i

‘Pasal ~14, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil,

memp‘unyai fungsi:

\ ; o
a. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;

pel%lksanaan 'pembinaan dan koordinasi pelaksanaan

pelayanan pencatatan sipil;

| .
d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

pel{aﬁ.k‘sanaanfpe‘nerbitan dokumen pencatatan sipil;
pelaksanaan - pendokumentasian hasil pelayanan

pen‘\catatan sipil; dan

g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.

|



Bagian Kelima
Bidang Pengeloiaan Informasi Administrasi Kependgdukan

dan Pemanfaatan Data

Pasal 16

(1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi -

Kependudukan dan Pemanfaatan Data merupakan
~ unsur pelaksana Pengelolaan ;Informas1 Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

(2) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data 'dipimpin oleh
Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

‘ .
Pasal 17

Kepala ‘Bidang Pengelolaan  Informasi Administrasi

Kependudukan ‘dan Pemanfaatan Data sebagaimana

d1maksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunya1 tugas

pere'ncanaan perumusah dan pelaksanaan ‘kebijakan,
peng‘koordmaelan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

pengelolaan informasi administrasi kependudukan

| Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, Kepala B1dang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data, mempunyai fungsi:
a. -penyusunan - perencanaan pengelolaan informasi

!‘administrasi kependudukan yang meliputi sistem

informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan
penyajian data kependudukan serta tata kelola dan
‘sumber daya manusia teknologi infprmasi dan
' komunikasi; ' |
perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi
‘ admlnlstra81 kependudukan yang meliputi  sistem
1nformas1 administrasi kependudukan, pengolahan dan
penya_uan data kependudukan serta tata kelola dan

sumber ~daya manusia teknologi
komumkasi;

“informasi dan



pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan

pepgelolaan informasi administrasi kependudukan yang
méliputi sistem informasi administrasi kependudukan, '
pehgblahan dan penyaj ian data kependudukan serta tata

kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan

Lo,
ko\mun1kas1;

(1)

(3)

e

(2)

pe}aksanaan pengelolaan  informasi  administrasi’
kependudukan yang meliputi sistem informasi
ad_ministrasi kependudukan, pengdlahan dan penyajian
daita kependudukan serta tata kelola dan sumber daya
manusia teknologi informasi dan komunikasi; dan |
pe%ngendalian dan evaiuasi pelaksanaan pengelolaan

informasi administrasi kependudukan.

‘Bagian Keenam
UPT D

\ : _ Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas teknis operas1ona1 dan/atau
tugas teknis penunjang - pada D1sdukcap11 dapat
dlbentuk UPTD.

UPTD sebagalmana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kf‘:tentuan lebih lanjut mengena1 pembentukan UPTD

dlatur dengan Peraturan Bupatl tersendiri.:

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

| | Pasal 20

Kélompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan
pérat_uran perundang-undangan berada dibawah dan
bértanggung jawab kepada Kepala Bidang/ Sekretaris.
Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimané. dimaksud

pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.




. Pasal 21 |

7(1) Kelompok Jabatan Fungsxonal terdiri dari tenaga
fungswnal yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan
b1dang keahliannya.

(2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan

peirundang’-undangan.‘ | | |

} e ~ Pasal22 :

(1) Pada Kelompok Jabatan Fungsmnal dapat dibentuk
Subkoordmator, palmg banyak 3 (tlga) dalam 1 (satu)
b1dang /sekretariat.

(2) J ems dan jumlah Subkoordinator ditetapkan oleh Bupatl

atas usulan dari Kepala Dinas.

| ‘
, } , Pasal 23

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas melalui Subbagian dan/atau

Kepala Bidang/Sekretaris sesuai jenis dan jenjang

Jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan
tugas Jabatan Fungsional.

|
I .~ BAB IV

| TATA KERJA
| |
1 ‘ Pasal 24 .

Kepaia Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan

|
urusan pemermtahan kepada Bupati melalui Sekretarls

Daerah
| , ‘Pasal 25 ,
Kepala Dinas. membuat usulan ana11s1s jabatan, peta
_]abatan analisis beban kerja, dan evaluasi _]abatan standar
| kompetens1 Jabatan kepada Bupati.
|
;o . Pasal 26
(1) Klepala VDVihas,‘ Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
S}Jbbagién_ dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas
rrienerapkan prinsip  koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi. - '
|

\
|
E
|
|
|




2) Kel?alla Dinas, Sekretairis, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas
menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbag1an dan Kepala UPTD melaksanakan Sistem

Pengendahan Intern Pemenntah (SPIP)
\

i .
| Pasal 27
Kepald Dinas = bertanggung jawab memimpin, -
mengoord1na51kan dan membenkan pengarahan tcrhadap

pelaksanaan tugas bawahan

[
i ,
: Pasal 28
Kepala Dinas melaksanakan pengawasan tugas bawahan
dan mengambﬂ langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengarrl ketentuan peraturan perundang-undangan.

| |
\ ‘ Pasal 29
Kepala D1nas Wa_]lb menyampalkan laporan berkala tepat
pada Waktunya :

i |

o Pasal 30 | |
Dalam melaksanakan tugas di wxlayah Kepala Dmas wajib

: melakukan koordinasi dengan Camat.

\
| BABV

| KETENTUAN PERALIHAN
| |

\

|

~ Pasal 31
|

(1) Pejabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan
Bupat1 ini tetap menduduk1 jabatannya dan
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya

\
peJabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupat1 ini.

;
l
E
|
|
\
|




(2) Péj.abat pelaksana yang ada saat berlakunya Peraturan
Bupatl ini  tetap - menduduki jabatannya dan}
melaksanakan tugasnya sampai dengan d1tetapkannya
Jabatan fungs1ona1 sesuai dengan ketentuan yang
berlaku v o

(3) Pe_]abat pelaksana sebagaimana dimaksud  pada
ayat (2) bertanggung jawab kepada pejabat adm1n1stra81
di La.tasnya

? ,
o BAB VI

. KETENTUAN LAIN-LAIN

|

|

\

Pasal 32

D1sdukcap11 dalam melaksanakan urusan pemermtahan dan
tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi .
v bers1fat koordinatif dan fungsional untuk menymkronkan
pelaksanaan tugas dan fungsi masmg-masmg

|

1 o - Pasal 33 ‘
Ketentuan lebih ‘lanjut mengenau uraian . tugas setlap'

Jabatan diatur dengan Peraturan Bupatl tersendiri.
: |
‘ B
| BAB VII
L KETENTUAN PENUTUP
| . ;
|
\
|

| - Pasal 34v
Pada‘ 'saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupatl Karanganyar Nomor 93 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata ‘KerJa Dinas Ke{oendudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2016 Nomor 93), dlcabut dan
d1nyatakan tldak berlaku.

\
\
\
|
Y
|
|
|
\
\
I




|
|
|

‘Pasal 35

Peraturan Bupati | ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

|

|

Agar J setiap

orang mengetahuinya, memerintahkan

penandangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

" dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

|
Diundangkan di Karanganyar

]
pada tanggal 31 Desember 2021
- |

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI KARANGANYAR,
ttd
JULIYATMONO

SEKRETARIS DAERAH:E KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd ,!
SUTARNO |

BERITA DAERAH KABpPATEN KARAI'\IGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 111

OfA0

e
[=] iy
. \
| »
| Salinan sesuai dengan aslinya
' SEKRETARIAT DAERAH

‘KARANGANYAR




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 111 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN

FUNGSI,
DAN PENCATATAN SIPIL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

— ) Kepala Dinas
Sekretariat
|
1 -
Subbagian __IHIIIIIHIIII[I
Umum am Kelompok
in Jabatan
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